SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Kepala daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang . . .



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

11. Undang-Undang . . .



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan . . .



17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoenesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan . . .



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal . ..



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

o

Neraca;

Laporan Arus Kas;

& o

Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

>R o

. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan

e

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan Rp. 2.662.375.437.006,00

Belanja Rp 2.053.158.413.693,00

Transfer Rp 686.565.959.047,00

Defisit Rp. 77.348.935.734,00
Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 200.983.310.468,00

2. Pengeluaran Rp. 22.613.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp.178.370.310.468.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.101.021.374.734,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 27.089.299.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan : Rp. 2.689.464.737.000,00
2. Realisasi : Rp. 2.662.375.437.006,00
Selisih kurang : Rp. 27.089.299.994.00

b. Selisih . . .



. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 126.394.648.307,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja

setelah Perubahan : Rp. 2.179.553.062.000,00
2. Realisasi Belanja : Rp. 2.053.158.413.693.00
Selisih Lebih : Rp.  126.394.648.307,00

. Selisih anggaran dengan realisasi transfer

sejumlah Rp. 1.590.994.953,00 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Setelah perubahan : Rp.  688.156.954.000,00
2. Realisasi : Rp.  686.565.959.047,00
Selisih Lebih : Rp. 1.590.994.953,00

. Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit)

sejumlah Rp. 100.896.343.266,00 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Setelah perubahan : Rp. (178.245.279.000,00)
2. Realisasi : Rp.  (77.348.935.734,00)
Selisih kurang : Rp. 100.896.343.266,00
. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan

pembiayaan sejumlah Rp 125.031.468,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Setelah Perubahan : Rp. 200.858.279.000,00
2. Realisasi : Rp. 200.983.310.468,00
Selisih Lebih : Rp. 125.031.468,00
. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1. Setelah Perubahan : Rp. 22.613.000.000,00
2. Realisasi : Rp. 22.613.000.000,00
Selisih : Rp. 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp 125.031.468,00 dengan rincian sebagai

berikut :
1. Setelah Perubahan : Rp.  178.245.279.000,00
2. Realisasi : Rp. 178.370.310.468,00
Selisih Lebih : Rp. 125.031.468,00

Pasal . ..



Pasal 4
Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember

Tahun 2020 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai

berikut :
a. Jumlah Aset : Rp 6.254.897.635.666,18
b. Jumlah Kewajiban : Rp 17.505.067.742,00
c. Jumlah Ekuitas : Rp 6.237.392.567.924,18
d. Jumlah Kewajiban
dan Ekuitas : Rp 6.254.897.635.666,18
Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31
Desember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Laporan
Arus Kas sejumlah  Rp. 200.858.279.012,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal

per 1 Januari tahun 2020 : Rp 200.858.279.012,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi : Rp. 237.858.847.611,00
c. Arus kas dari aktifitas Investasi  : Rp. (337.820.783.345,00)
d. Arus kas dari aktifitas Pendanaan : Rp. 127.525.150,00
e. Arus kas dari aktifitas transitoris : Rp 249.256.068,00

Kenaikan/Penurunan Kas : Rp (99.585.154.516,00)
f. Saldo akhir kas

per 31 Desember 2020 : Rp. 101.273.124.496,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan : Rp. 2.359.554.265.718,93

b. Beban : Rp. 2.233.886.367.672,77

c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan
Operasional : Rp. 125.667.898.046,15

d. Surplus . ..



Surplus /(Defisit dari Kegiatan

Non Operasional : Rp.

(3.441.023.247,00)

Surplus/ (Defisit) sebelum Pos

0,00
0,00

Luar Biasa : Rp.

Pos Luar Biasa : Rp

Surplus/(Defisit)-LO : Rp.
Pasal 7

122.226.874.799,15

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang

berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.
b.

200.858.279.012,00
200.855.785.318,00

2.493.694,00
101.021.374.734,00

101.023.868.428,00

(2.493.694.,00)

101.021.374.734,00

Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp.
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih: Rp.
Sub Total 1 : Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp.
Sub Total 2 : Rp
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya : Rp
Saldo Anggaran Lebih Akhir : Rp.
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31

Desember 2020 sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

EkuitasAwal : Rp.6.423.824.305.199,58

Surplus/(defisit)-LO :Rp. 122.226.874.799,15

Kebijakan Kesalahan Mendasar : Rp. (308.658.612.074,56)

Ekuitas Akhir : Rp6.237.392.567.924,18
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal . ..
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Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

1. Lampiran [. 1

2. Lampiran 1.2

3. Lampiran 1.3

4. Lampiran 1.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

1. Lampiran IX

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan ;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

j. Lampiran . . .
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j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Inventasi)
Daerabh;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV  : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

o

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan — kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/

Perusahaan Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6-108/2021).

inan sesuai dengan aslinya

R :
/,/% A BAGIAN HUKUM
2\ .

(TO, SH., MH.
/,//’Pembina
% 19{}70911 198607 1 001
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
yang telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar  Akuntansi
Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual.

Prinsip Akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu
urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan

suatu Urusan Pemerintahan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal . ..



Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 149



